
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No. 1574, 2014 PERHUBUNGAN. Perkeretaapian. Khusus. 
Penyelenggaraan. Perubahan. 

 
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 55 TAHUN 2014 
TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN  

PERKERETAAPIAN KHUSUS 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang usaha dan untuk 
meningkatkan pelayanan bagi pengguna jasa bandar 
udara perlu diatur mengenai penyelenggaran 
perkeretaapian khusus di bandar udara; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 
Nomor PM. 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Perkeretaapian Khusus; 

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4722);  

2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4956); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang 
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup 
Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5295); 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 13 Tahun 2014 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24); 

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 25); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.68 
Tahun 2013; 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 91 Tahun 
2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus; 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 69 Tahun 
2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional; 
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MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 91 
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN 
PERKERETAAPIAN KHUSUS. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik 
Indonesia Nomor PM. 91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Perkeretaapian Khusus diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) butir definisi yang 
terkait dengan kebandarudaraan sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri  ini yang dimaksud dengan: 
1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas 

prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, 
kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan 
transportasi kereta api. 

2. Perkeretaapian khusus adalah perkeretaapian yang hanya 
digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha 
tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.  

3. Penyelenggara perkeretaapian khusus adalah badan usaha yang 
mengusahakan penyelenggaraan perkeretaapian khusus. 

4. Afiliasi adalah hubungan mengendalikan dan dikendalikan antara 
satu perusahaan dengan perusahaan lain melalui:  

a. kepemilikan saham mayoritas; dan/atau 
b. mayoritas hak suara dalam rapat umum pemegang saham yang 

diberikan berdasarkan perjanjian. 

5. Kawasan kegiatan pokok adalah wilayah kegiatan pokok yang 
dibatasi oleh fungsi kegiatan yang dimiliki dan diusahakan oleh 
satu badan usaha/perusahaan. 

6. Wilayah penunjang adalah kawasan tempat diselenggarakannya 
kegiatan dalam rangka menunjang penyelenggaraan 
perkeretaapian khusus. 

7. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan 
dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat 
pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun 
penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra 
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